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Abstrak
 

Tesis ini membahas berbagai aspek terkait penetapan nilai limit lelang eksekusi, perlindungan hukum

kreditur dalam perjanjian kredit macet, perlindungan hukum lelang eksekusi yang nilainya tidak mencukupi

pelunasan, penyelesaian sengketa melalui restrukturisasi kredit, dan penanganan bantahan perbuatan

melawan hukum (PMH). Selanjutnya, penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Cilacap

Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Clp sampai dengan tingkat peninjauan kembali pada Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 426 PK/Pdt/2021 mengenai permasalahan penetapan nilai limit  dan

perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang jaminan hak tanggungan.  Penelitian ini menggunakan

metode penelitian hukum doktrinal dengan tipe eksplanatoris analitis. Hasil penelitian  didapatkan bahwa

penjual memiliki kewenangan untuk menetapkan nilai limitnya berpedoman pada Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang kemudian ditetapkan

berdasarkan penaksiran oleh penaksir. Kemudian, kreditur selaku pemegang jaminan hak tanggungan saat

terjadinya wanprestasi kredit macet memiliki kewenangan untuk melakukan penjualan barang tersebut

melalui metode pelelangan umum selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan

berhak dilindungi haknya dalam mengambil pelunasan atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

Selanjutnya, dalam suatu kasus lelang yang harga lelangnya tidak mencukupi pelunasan piutang, maka

kreditur berhak mengajukan gugatan atas sisa utang yang dimiliki oleh debitur sesuai dengan ketentuan yang

terrdapat dalam Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUHPerdata.

......This research analyzes various aspects related to determining the limit value for execution auctions, legal

protection for creditors in non-performing loan, legal protection for execution auctions whose value is

insufficient for repayment, dispute resolution through credit restructuring, and handling objections to

unlawful acts. Furthermore, this research analyzes the Cilacap District Court Decision Number

68/Pdt.G/2017/PN Clp until the review of the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number

426 PK/Pdt/2021 regarding the issue of determining limit values and legal protection for creditors holding

collateral mortgage right.  This research was used doctrinal legal research with an analytical explanatory

type. The result shows that the creditor has the authority to determine the limit value based on Minister of

Finance Regulation Number 27 of 2016 on Guidelines on the Implementation of Auctions which determined

based on an assessment by the appraiser. Then, the creditor as the holder of mortgage rights in terms of non-

performing loan has the authority to sell the goods through a public auction in line with the provisions on

Law Number 4 of 1996 on the Land and Property Rights related to the land and have the right to be
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protected in taking repayment of defaults committed by the debtor. Furthermore, in an auction case where

the auction price is not sufficient to pay off the debt, the creditor has the right to file a lawsuit for the

remaining debt owned by the debtor in accordance with the provisions contained in Article 1131 jo. Article

1132 of Indonesian Civil Code.


